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DARI RAPAT PARIPURNA DPRD PONTIANAK

Legislatif dan Eksekutif
Dorong Empat Raperda

PONTIANAK - DPRD Kota Pontian
melaksanakan Rapat Paripurna ke-4 mazl;:
persidangan I tahun 2021-2022, Rabu, 30
Maret 2022. Adapun dalam paripurna itu
membahas empat rancangan peraturan
daerah (Raperda), yaitu dua inisiasi dari
DPRD dan dua raperda dari Pemerintah
Kota Pontianak. Targetnya empat Raperda
tersebut akan disahkan di tahun ini,

“Ada tiga agenda dalam pembahasan
paripurnakaliini.Selainsoal LKPJWaliKota
tahun anggaran 2021, ada empat raperda
yang tengah digodok,” ujar Ketua DPRD
Kota Pontianak Satarudin.

Satarudin melanjutkan, empat raperda
yang tengah dibahas ini; dua diantaranya
berasal dari inisiasi DPRD Kota Pontianak,
yaitu tentang smart city dan penataan dan
pemberdayaan pedagangkakilima. Sedan-
gkan, raperda inisiasi Pemkot Pontianak
tentang retribusi persetujuan bangunan
gedung dan penyelenggaraan ketenagak-
erjaan di Kota Pontianak.

Melihat inisiasi raperda dari DPRD Pon-
tianak. Tepatkiranyaagarraperdasmartcity
didorong menjadi sebuah produk hukum.
Sebab, jargon Pontianak sebagai Smart
City sudah menggaung. Jika jargon kota ini
tidak dibuatkan Perda, sewaktu-waktu ke-
tika terbentur dalam sebuah masalah akan

TERIMA LKPJ: Ketua DPRD Kota Pontianak menerima LKPJ Wali Kota tahun ang-
garan 2021, bersama Wakil Ketua DPRD Kota Pontianak.

menjadikendala. Kemudian, soal pedagang
kakilima yang mencari nafkah di Kota Pon-
tianaksudahseharusnyadibina. Japunakan
mengupayakan agar para pedagang kaki
lima bisa mendapatkan tempat berjualan
yanglayak. Duaraperdainisiasidari Pemkot
Pontianak tentang retribusi bangunan ge-
dungdanpenyelenggaraanketenagakerjaan
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di Pontianak juga menjadi penting untuk
dituangkan dalam produk hukum.

Di tahun ini, Satarudin optimis empat
Raperda yang tengah digodok dapat se-
cepatnya diketok menjadi sebuah Perda.
Dengan begitu dalam setiap mekanisme
aturan yang dijalankan di lapangan, akan
senada berjalan. (iza)
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